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BAB IV 

 PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Perlindungan internasional terhadap pengungsi yang diatur dalam 

Konvensi 1951 terdapat ketentuan berisikan apa yang menjadi hak dan 

kewajiban para pengungsi selain itu penetuan status hukum pengungsi 

menurut Konvensi 1951. Pengungsi juga dibebankan beberapa 

kewajiban seperti mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di 

negara ia berada. Dalam menangani pengungsi yang ada di indonesia, 

diperlukan kerjasama internasional terutama dengan negara-negara 

terdekat. Selain itu kerjasama dengan badan-badan internasional yang 

menangani imigran dan berhubungan dengannya, seperti komisi PBB 

untuk urusan pengungsi (UNHCR), organisasi internasional yang 

mengurusi migrasi (IOM) juga sangat penting konsep perlindungan 

yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekan pada 

pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentian para 

pengungsi dan memastikan mereka mendapat perlakuan sesuai 

ketentuan instrumen hukum internasional. Menangani pengungsi di 

indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi 

dengan memberikan tempat penampung. 

2. Meski Indonesia bukan negara peratifikasi Konvensi Janewa 1951 

namun Indonesia meneriama pengungsi dan memperlakukan para 

pengungsi tersebut dengan layak, walaupun Indonesia sendiri tidak 
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terlibat langsung dalam penentuan status atau pengambilan keputusan 

terhadap para pengungsi namum Indonesia memfasilitasi lembaga 

khusus menangani para pengungsi seperti UNHCR dan IOM, seperti 

memberikan lahan pemukiman bagi para pengungsi yang datang ke 

Indonesia. Intinya Indonesia melaksanakan dan patuh terhadap 

peraturan Internasional meski bukan negara penandatangan Konvensi 

Jenewa 1951. 

B. Saran 

1. Diharapkan adanya kerjasama yang intensif antara pemerintah 

Indonesia dan lembaga-lembaga Internasional yang khusus menangani 

masalah pengungsi seperti UNHCR dan IOM, karena Indonesia sendiri 

merupakan negara anggota PBB meski bukan penadatangan Konvensi 

Janewa 1951 namun turut menerima, melaksanakan, dan ikut membantu 

para pengungsi yang datang kewilayah Indonesia meski tidak secara 

langsung bertanggung jawab. Kemudian memberikan transparansi atau 

keterbukaan informasi tentang masalah pengungsi, baik melalui media 

cetak dan media online. 

2. Diharapkan negara Indonesia segera mempertimbangkan meratifikasi 

konvensi 1951 agar instrumen Internasional tersebut dapat menjadi 

bagian dari hukum positif Indoensia. 
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